
   
BUPATI BANJAR 

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 

PERATURAN BUPATI BANJAR  

NOMOR 45 TAHUN 2016 

TENTANG 

PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN                                    
DI KABUPATEN BANJAR 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  

BUPATI BANJAR, 

 
Menimbang : a. bahwa berdasarkan  ketentuan Peraturan Menteri Negara 

Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun 2009 tentang Tata Cara 

Perizinan Pengelolaan  Limbah  Bahan  Berbahaya  dan  
Beracun  serta Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup 

Nomor 30 Tahun 2009  tentang     Tata  Laksana  Perizinan  

dan  Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan 

Beracun serta Pengawasan Pemulihan Akibat Pencemaran 
Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, Bupati memiliki 
kewenangan di bidang perizinan dan pengawasan terhadap 

pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun serta 
pengawasan terhadap pemulihan akibat pencemaran limbah 
bahan berbahaya dan beracun; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banjar; 

 
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan 

Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang 

Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran 
Negara Republik  Indonesia  Tahun  1953  Nomor  9, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor352) 
Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 820); 

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan 
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140 Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059; 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 
58,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5679; 
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4. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5617); 

5. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 18 tahun 
2009 tentang Tata Cara Perizinan Pengeloaan Limbah Bahan 

Berbahaya dan Beracun; 

6. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 30 Tahun 
2009    tentang   Tata Laksana   Perijinan   dan   Pengawasan 

Pengelolaan Limbah B3 serta Pengawasan Pemulihan akibat 
Pencemaran Limbah B3 oleh Pemerintah Daerah; 

7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: 

P.55/Menlhk-Setjen/2015 tentang Tata Cara Karakteristik 
Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 

Tahun 2015 Nomor 2036); 

9. Keputusan Kepala Bapedal Nomor 1 Tahun 1995 tentang Tata 
Cara dan Persyaratan Teknis Penyimpanan dan Pengumpulan 

Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun. 

10. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12 Tahun 

2011 tentang Penyelenggaraan Perizinan (Lembaran Daerah 
Kabupaten Banjar Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 10); 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 1 Tahun 2012 
tentang Pengelolaan Air Limbah (Lembaran Daerah Kabupaten 

Banjar Tahun 2012 Nomor 1); 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2016 
tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten 

Banjar Tahun 2016 Nomor 4); 

13. Peraturan   Daerah Kabupaten  Banjar Nomor 13 Tahun  
2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah 

Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar 
Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Banjar Nomor 12); 

 

MEMUTUSKAN: 

 
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN LIMBAH 

BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN DI KABUPATEN BANJAR 
 

BAB I 

 KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Banjar. 
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2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 
pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang 

menjadi kewajiban daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Banjar. 

4. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang 
berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum  

5. Limbah adalah sisa suatu usaha/dan atau kegiatan. 

6. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut Limbah B3 
adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.  

7. Pengelolaan Limbah B3 kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, 
pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau 

penimbunan. 

8. Penyimpanan limbah B3 adalah kegiatan menyimpan limbah B3 yang 

dilakukan oleh penghasil limbah B3 dengan maksud menyimpan sementara 
limbah B3 yang dihasilkannya. 

9. Pengumpulan Limbah B3 adalah kegiatan mengumpulkan Limbah B3 dari 
Penghasil Limbah B3 sebelum diserahkan kepada Pemanfaat Limbah B3, 

Pengolah Limbah B3, dan/atau Penimbun Limbah B3. 

10. Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah yang selanjutnya disingkat 

PPLHD adalah Pegawai Negeri Sipil di daerah yang diberi tugas, wewenang, 
kewajiban, dan tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan pengawasan 

lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

11. Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup adalah serangkaian kegiatan 

penanganan lahan terkontaminasi yang meliputi kegiatan perencanaan,  
pelaksanaan, evaluasi dan pemantauan untuk memulihkan fungsi 
lingkungan  hidup yang   disebabkan  oleh  Pencemaran  Lingkungan  Hidup 

dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup. 

12. Perusakan Lingkungan Hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan 
perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, 
dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku 

kerusakan lingkungan hidup. 

13. Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan 

Lingkungan Hidup adalah cara atau proses untuk mengatasi Pencemaran 
Lingkungan Hidup dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup.  

14. Limbah domestik (rumah tangga) adalah  limbah yang berasal dari kegiatan 
pemukiman penduduk (rumah tangga) dan kegiatan usaha seperti pasar, 

restoran, dan gedung perkantoran. 

15. Limbah industri merupakan sisa atau buangan dari hasil proses industri. 

16. Limbah pertanian berasal dari daerah atau kegiatan pertanian maupun 
perkebunan. 

17. Limbah pertambangan berasal dari kegiatan pertambangan. Jenis limbah 

yang dihasilkan terutama berupa material tambang, seperti logam dan 
batuan. 

18. Limbah pariwisata adalah Kegiatan wisata menimbulkan limbah yang berasal 
dari sarana transportasi yang membuang limbahnya ke udara, dan adanya 
tumpahan minyak dan oli yang dibuang oleh kapal atau perahu motor di 

daerah wisata bahari. 

19. Limbah medis adalah limbah yang bersal dari dunia kesehatan atau libah 

medis mirip dengan sampah domestik pada umumnya. Obat-obatan dan 
beberapa zat kimia adalah contoh limbah medis. 

20. Limbah organik adalah limbah yang berasal dari makhluk hidup (alami) dan 
sifatnya mudah membusuk/terurai. 
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21. Limbah anorganik adalah segala jenis limbah yang tidak dapat atau sulit 
terurai/busuk secara alami oleh mikroorganisme pengurai. 

22. Limbah padat atau bisa disebut sampah adalah  limbah yang terbanyak di 
lingkungan. Istilah sampah diberikan kepada barang-barang atau bahan-

bahan buangan rumah tangga atau pabrik yang tidak digunakan lagi atau 
tidak terpakai dalam bentuk padat. 

23. limbah cair adalah sisa dari suatu hasil usaha atau kegiatan yang berwujud 
cair. Jenis-jenis limbah cair dapat digolongkan berdasarkan sifatnya, yaitu 

fisika dan sifat agregat, parameter logam, anorganik nonmetalik, organik 
agregat, dan mikroorganisme. 

24. Limbah gas adalah Jenis limbah gas yang berada di udara terdiri dari 
bermacam-macam senyawa kimia. Misalnya, karbon monoksida (CO), karbon 
dioksida, nitrogen oksida, sulfur dioksida, asam klorida (HCl), amonia, 

metan, klorin. 

25. Simbol Limbah B3 adalah gambar yang menunjukkan karakteristik Limbah 
B3. 

26. Label Limbah B3 adalah keterangan mengenai Limbah B3 yang berbentuk 
tulisan yang berisi informasi mengenai Penghasil Limbah B3, alamat 
Penghasil Limbah B3, waktu pengemasan, jumlah, dan karakteristik Limbah 

B3.  

27. Pelabelan Limbah B3 adalah proses penandaan atau pemberian label yang 

dilekatkan atau dibubuhkan pada kemasan langsung Limbah B3.  

 
BAB II   

RUANG LINGKUP  

 
Pasal 2 

 
Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi : 

a. penetapan limbah B3; 

b. perizinan pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan   Sementara 
Limbah B3 dan Pengumpulan Limbah B3 skala kabupaten kecuali minyak 
pelumas/oli bekas; 

c. pembinaan pengelolaan limbah B3; dan 

d. pengawasan    pengelolaan   limbah   B3  dan   pengawasan pemulihan fungsi 

lingkungan hidup akibat pencemaran limbah B3. 
 

BAB III 

PENETAPAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN 

Pasal 3 

(1) Setiap  Orang  yang  menghasilkan  Limbah  B3  wajib melakukan Pengelolaan 

Limbah B3 yang dihasilkannya. 
 

(2) Limbah  B3  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) berdasarkan kategori 
bahayanya terdiri atas: 

a. Limbah B3 kategori 1; dan 

b. Limbah B3 kategori 2. 

(3) Limbah  B3  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2) berdasarkan sumbernya 

terdiri atas: 

a. Limbah B3 dari sumber tidak spesifik; 
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b. Limbah  B3  dari  B3  kedaluwarsa,  B3  yang  tumpah, B3  yang  tidak  
memenuhi  spesifikasi  produk  yang akan dibuang, dan bekas kemasan B3; 

dan 

c. Limbah B3 dari sumber spesifik. 

(4) Limbah B3 dari sumber spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c 

meliputi: 

a.  Limbah B3 dari sumber spesifik umum; dan 

b.  Limbah B3 dari sumber spesifik khusus. 

Pasal 4 

Limbah  B3  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  3 merupakan  Limbah  B3  

sebagaimana  tercantum  dalam Lampiran  I  yang  merupakan  bagian  tidak  
terpisahkan  dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal 5 

(1) Dalam  hal  terdapat  Limbah  di  luar  daftar  Limbah  B3 sebagaimana  
tercantum  dalam  Lampiran  I  yang merupakan  bagian  tidak  terpisahkan  

dari  Peraturan Bupati ini  yang  terindikasi  memiliki  karakteristik Limbah  
B3,  maka dilakukan  uji  karakteristik sesuai peraturan yang berlaku untuk 
mengidentifikasi Limbah sebagai: 

a.  Limbah B3 kategori 1; 

b.  Limbah B3 kategori 2; atau 

c.  Limbah non B3. 

(2)  Karakteristik  Limbah  B3  sebagaimana  dimaksud  pada ayat (1) meliputi: 

a.  mudah meledak; 

b.  mudah menyala; 

c.  reaktif; 

d. infeksius; 

e.  korosif; dan/atau 

f.  beracun. 

(3) Uji  karakteristik  untuk  mengidentifikasi  Limbah  sebagai Limbah  B3 
kategori  1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi uji: 

a.  karakteristik  mudah  meledak,  mudah  menyala, reaktif,  infeksius,  

dan/atau  korosif  sesuai  dengan parameter  uji  sebagaimana  tercantum  
dalam Lampiran  II  yang  merupakan  bagian  tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini; 

b. karakteristik  beracun  melalui  TCLP  untuk menentukan  Limbah yang 
diuji memiliki konsentrasi zat  pencemar  lebih  besar  dari  konsentrasi  zat 

pencemar  pada  kolom  TCLP-A  sebagaimana tercantum  dalam  Lampiran  
III  yang  merupakan bagian  tidak  terpisahkan  dari  Peraturan  Bupati ini; 
dan 

c.  karakteristik  beracun  melalui  Uji  Toksikologi  LD50 untuk menentukan  
Limbah yang diuji  memiliki nilai Uji  Toksikologi  LD50  lebih  kecil  dari  

atau  sama dengan 50 mg/kg (lima puluh miligram per kilogram)berat 
badan hewan uji. 

(4) Uji  karakteristik  untuk  mengidentifikasi  Limbah  sebagai Limbah  B3 

kategori  2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi uji: 



6 

 

6 Bagian Hukum Setda Kab. Banjar | http://hukum.banjarkab.go.id/  http://jdih.banjarkab.go.id/ 

 

a. karakteristik  beracun  melalui  TCLP  untuk menentukan Limbah yang 
diuji memiliki konsentrasi zat  pencemar  lebih  kecil  dari  atau  sama  

dengan konsentrasi  zat  pencemar  pada  kolom  TCLP-A  dan memiliki  
konsentrasi  zat  pencemar  lebih  besar  dari konsentrasi  zat  pencemar  
pada  kolom  TCLP-B sebagaimana  tercantum  dalam  Lampiran  III  yang 

merupakan  bagian  tidak  terpisahkan  dari  Peraturan Bupati ini; 

b. karakteristik  beracun  melalui  Uji  Toksikologi  LD50 untuk menentukan  

Limbah  yang  diuji  memiliki nilai Uji Toksikologi  LD50  lebih besar dari 50 
mg/kg (lima puluh miligram per kilogram) berat badan hewan uji dan  lebih  
kecil  dari  atau  sama  dengan  5000  mg/kg (lima ribu miligram per 

kilogram) berat badan hewan uji; dan 

c. karakteristik beracun  melalui  uji  toksikologi  subkronis  sesuai  dengan  
parameter  uji  sebagaimana tercantum  dalam  Lampiran  II  yang  

merupakan bagian  tidak  terpisahkan  dari  Peraturan  Bupati ini. 

(5) Uji  karakteristik  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (3) dan ayat (4) 

dilakukan secara berurutan. 

BAB IV 
PERIZINAN 

Bagian Kesatu 
Umum 

Pasal 6 

 
(1) Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3  wajib melakukan : 

a.  penyimpanan limbah B3; dan 
b.  pengumpulan limbah B3. 
 

(2) Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 dalam melakukan penyimpanan 
limbah B3 dan pengumpulan limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

angka a dan angka b wajib memiliki izin dari Bupati yang ditetapkan dengan 
Keputusan Bupati. 

Bagian Kedua  

Larangan  

Pasal 7  
 

(1) Setiap Orang yang melakukan penyimpanan Limbah B3 sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dilarang melakukan pencampuran 

Limbah B3 yang disimpannya. 

(2) Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 6 ayat (1) huruf b dilarang:  

a. melakukan pengumpulan limbah B3 yang tidak dihasilkannya; dan  

b. melakukan pencampuran limbah B3 yang dikumpulkan.  

 
Bagian Ketiga 

Izin Penyimpanan Limbah B3 

 
Paragraf 1 

Persyaratan Dan Permohonan Izin 

Pasal 8 

(1) Untuk dapat melakukan penyimpanan Limbah B3, Setiap Orang wajib 

memiliki izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan penyimpanan Limbah 
B3. 
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(2) Untuk dapat memperoleh izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan 
Penyimpanan Limbah B3, Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3:  

a. wajib memiliki izin lingkungan; dan  

b. harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati 
melampirkan persyaratan izin. 

 
(3) Persyaratan dan tata cara permohonan penerbitan izin lingkungan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(4) Persyaratan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:  

a. identitas pemohon;  

b. akta pendirian badan usaha;  

c. nama, sumber, karakteristik, dan jumlah Limbah B3 yang akan disimpan;  

d. dokumen yang menjelaskan tentang tempat Penyimpanan Limbah B3;  

e. dokumen yang menjelaskan tentang pengemasan Limbah B3; dan  

f. dokumen lain sesuai peraturan perundang-undangan. 

(5) Persyaratan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e dikecualikan 
bagi permohonan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan 

Limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik khusus.  
 

Pasal 9 

 
(1) Setelah menerima permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 

ayat (2) huruf b, Bupati memberikan pernyataan tertulis mengenai 
kelengkapan administrasi permohonan izin paling lama 2 (dua) hari kerja 
sejak permohonan diterima.  

(2) Setelah permohonan dinyatakan lengkap, Bupati melakukan verifikasi paling 
lama 45 (empat puluh lima) hari kerja.  

(3) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
menunjukkan:  

a. permohonan izin memenuhi persyaratan, Bupati menerbitkan izin 

Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3 paling 
lama 7 (tujuh) hari kerja sejak hasil verifikasi diketahui; atau  

b. permohonan izin tidak memenuhi persyaratan, Bupati menolak 

permohonan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan 
Limbah B3 disertai dengan alasan penolakan.  

(4) Penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diumumkan 
melalui media cetak dan/atau media elektronik paling lama 1 (satu) hari 
kerja sejak izin diterbitkan.  

 
Pasal 10 

 
(1) Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3 yang 

diterbitkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf a berlaku 

selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.  

(2) Permohonan perpanjangan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan 
Penyimpanan Limbah B3 diajukan secara tertulis kepada Bupati paling lama 

60 (enam puluh) hari sebelum jangka waktu izin berakhir.  

(3) Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

dilengkapi dengan persyaratan yang meliputi:  
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a. identitas pemohon;  

b. akta pendirian badan usaha;  

c. nama, sumber, karakteristik, dan jumlah Limbah B3 yang disimpan;  

d. dokumen yang menjelaskan tentang tempat Penyimpanan Limbah B3 
sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 sampai 

dengan Pasal 21;  

e. dokumen yang menjelaskan tentang pengemasan Limbah B3 sesuai 

dengan ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 22; dan  

f. laporan pelaksanaan Penyimpanan Limbah B3.  

(4)  Permohonan perpanjangan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan 

Penyimpanan Limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik khusus 
dikecualikan dari persyaratan permohonan perpanjangan izin sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) huruf e.  

(5) Dalam hal terdapat perubahan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat 
(3) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan/atau huruf e, penerbitan 

perpanjangan izin oleh Bupati dilaksanakan sesuai dengan ketentuan 
penerbitan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.  

(6) Dalam hal tidak terdapat perubahan dokumen sebagaimana dimaksud pada 

ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan/atau huruf e, Bupati 
melakukan evaluasi paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan 
diterima.  

(7) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menunjukkan:  

a. permohonan perpanjangan izin memenuhi persyaratan, Bupati 

menerbitkan perpanjangan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan 
Penyimpanan Limbah B3 paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak hasil 
evaluasi diketahui; atau  

b. permohonan perpanjangan izin tidak memenuhi persyaratan, Bupati 
menolak permohonan perpanjangan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk 

kegiatan Penyimpanan Limbah B3 disertai dengan alasan penolakan.  
 

Pasal 11 

 
(1)  Pemegang izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Limbah 

B3 wajib mengajukan perubahan izin jika terjadi perubahan terhadap 

persyaratan yang meliputi:  

a. identitas pemegang izin;  

b. akta pendirian badan usaha;  

c. nama Limbah B3 yang disimpan;  

d. lokasi tempat Penyimpanan Limbah B3; dan/atau  

e. desain dan kapasitas fasilitas Penyimpanan Limbah B3.  

(2)  Permohonan perubahan izin diajukan secara tertulis kepada Bupati paling 

lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah terjadi perubahan.  

(3)  Permohonan perubahan izin dilengkapi dengan dokumen yang menunjukkan 
perubahan terhadap persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).  

(4)  Dalam hal terjadi perubahan terhadap persyaratan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf a dan/atau huruf b, Bupati melakukan evaluasi paling 
lama 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan perubahan izin diterima.  
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(5)  Dalam hal terjadi perubahan terhadap persyaratan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf c, huruf d, dan/atau huruf e, Bupati melakukan evaluasi 

paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan perubahan izin 
diterima.  

(6) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) 

menunjukkan:  

a. kesesuaian data, Bupati menerbitkan perubahan izin Pengelolaan Limbah 

B3 untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3 paling lama 7 (tujuh) hari 
kerja sejak hasil evaluasi diketahui; atau  

b. ketidaksesuaian data, Bupati menolak permohonan perubahan izin 

Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3 disertai 
dengan alasan penolakan.  

 

Pasal 12 
  

Jangka waktu verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dan 
evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (6) dan Pasal 11 ayat (4) 
dan ayat (5) tidak termasuk waktu yang diperlukan pemohon untuk 

memperbaiki dokumen.  
 

Pasal 13 

 
Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf a, Pasal 10 ayat (7) huruf a, 
dan Pasal 11 ayat (6) huruf a paling sedikit memuat:  

a. identitas pemegang izin;  

b. tanggal penerbitan izin;  

c. masa berlaku izin;  

d. persyaratan lingkungan hidup; dan  

e. kewajiban pemegang izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan 
Limbah B3.  

 
Pasal 14 

 

(1) Persyaratan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf 
d paling sedikit meliputi:  

a. memfungsikan tempat Penyimpanan Limbah B3 sebagai tempat 
Penyimpanan Limbah B3;  

b. menyimpan Limbah B3 yang dihasilkan ke dalam tempat Penyimpanan 

Limbah B3;  

c. melakukan pengemasan Limbah B3 sesuai dengan karakteristik Limbah 

B3; dan  

d. melekatkan Label Limbah B3 dan Simbol Limbah B3 pada kemasan 
Limbah B3.  

(2) Persyaratan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c 
dan huruf d dikecualikan untuk muatan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk 
kegiatan Penyimpanan Limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik khusus.  
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Pasal 15 
 

Kewajiban pemegang izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan 
Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13  huruf e paling sedikit 
meliputi:  

a. melakukan identifikasi Limbah B3 yang dihasilkan;  

b. melakukan pencatatan nama dan jumlah Limbah B3 yang dihasilkan;  

c. melakukan Penyimpanan Limbah B3 sesuai dengan ketentuan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 21;  

d. melakukan Pemanfaatan Limbah B3, Pengolahan Limbah B3, dan/atau 

Penimbunan Limbah B3 yang dilakukan sendiri atau menyerahkan kepada 
Pengumpul Limbah B3, Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3, dan/atau 
Penimbun Limbah B3; dan  

e. menyusun dan menyampaikan laporan Penyimpanan Limbah B3.  
 

Pasal 16 
 

Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf a, Pasal 10 ayat (7) huruf a, 
dan Pasal 11 ayat (6) huruf a berakhir jika:  

a. masa berlaku izin habis dan tidak dilakukan perpanjangan izin;  

b. dicabut oleh bupati;  

c. badan usaha pemegang izin bubar atau dibubarkan; atau  

d. Izin Lingkungan dicabut.  
 

Paragraf 2 

Tempat Penyimpanan Limbah B3 

Pasal 17 

Tempat Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) 
huruf d harus memenuhi persyaratan:  

a. lokasi Penyimpanan Limbah B3;  

b. fasilitas Penyimpanan Limbah B3 yang sesuai dengan jumlah Limbah B3, 
karakteristik Limbah B3, dan dilengkapi dengan upaya pengendalian 
Pencemaran Lingkungan Hidup; dan  

c. peralatan penanggulangan keadaan darurat.  
 

Pasal 18 
 

(1) Lokasi Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 

huruf a harus bebas banjir dan tidak rawan bencana alam.  

(2) Dalam hal lokasi Penyimpanan Limbah B3 tidak bebas banjir dan rawan 

bencana alam, lokasi Penyimpanan Limbah B3 harus dapat direkayasa 
dengan teknologi untuk perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. 

(3) Lokasi Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan 

ayat (2) harus berada di dalam penguasaan Setiap Orang yang menghasilkan 
Limbah B3.  
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Pasal 19 
 

(1) Fasilitas Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 
huruf b dapat berupa:  

a. bangunan;  

b. tangki dan/atau kontainer;  

c. silo;  

d. tempat tumpukan limbah (waste pile);  

e. waste impoundment; dan/atau  

f. bentuk lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi.  

(2) Fasilitas penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf 

b, huruf c, dan/atau huruf f dapat digunakan untuk melakukan 
penyimpanan:  

a. limbah B3 kategori 1;  

b. limbah B3 kategori 2 dari sumber tidak spesifik; dan  

c. limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik umum. 

  
(3) Fasilitas penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf c, 

huruf d, huruf e, dan/atau huruf f dapat digunakan untuk melakukan 

penyimpanan limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik khusus.  
 

Pasal 20 

 
(1)  Fasilitas Penyimpanan Limbah B3 berupa bangunan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a paling sedikit memenuhi persyaratan:  

a. desain dan konstruksi yang mampu melindungi Limbah B3 dari hujan dan 
sinar matahari;  

b. memiliki penerangan dan ventilasi; dan  

c. memiliki saluran drainase dan bak penampung.  

(2) Persyaratan fasilitas Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) berlaku untuk permohonan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk 
kegiatan Penyimpanan Limbah B3:  

a. kategori 1; dan  

b. kategori 2 dari sumber tidak spesifik dan sumber spesifik umum.  

(3) Persyaratan fasilitas Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf a dan huruf c berlaku untuk permohonan izin Pengelolaan 
Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3 kategori 2 dari sumber 

spesifik khusus.  
 

Pasal 21 

 
(1) Peralatan penanggulangan keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 17 huruf c paling sedikit meliputi:  

a. alat pemadam api; dan  

b. alat penanggulangan keadaan darurat lain yang sesuai.  
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(2) Alat  penanggulangan  keadaan  darurat  sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) huruf b antara lain pasir, oil absorbant, safety shower, oil boom, dan oil 
skimmer. 

 

Pasal 22 
 

(1) Pengemasan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf 

e dilakukan dengan menggunakan kemasan yang:  

a. terbuat dari bahan yang dapat mengemas Limbah B3 sesuai dengan 
karakteristik Limbah B3 yang akan disimpan;  

b. mampu mengungkung Limbah B3 untuk tetap berada dalam kemasan;  

c. memiliki penutup yang kuat untuk mencegah terjadinya tumpahan saat 

dilakukan penyimpanan, pemindahan, atau pengangkutan; dan  

d. berada dalam kondisi baik, tidak bocor, tidak berkarat, atau tidak rusak.  

(2) Kemasan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilekati 

Label Limbah B3 dan Simbol Limbah B3.  

(3) Label Limbah B3 paling sedikit memuat keterangan mengenai:  

a. nama Limbah B3;  

b. identitas Penghasil Limbah B3;  

c. tanggal dihasilkannya Limbah B3; dan  

d. tanggal Pengemasan Limbah B3.  

(4) Pemilihan Simbol Limbah B3 disesuaikan dengan karakteristik Limbah B3.  

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengemasan Limbah B3, Pelabelan 

Limbah B3, dan pemberian Simbol Limbah B3 ditetapkan dengan  Peraturan 
Kepala Dinas Lingkungan Hidup .  

 
Paragraf 3 

Kewajiban Pemegang Izin 

 
Pasal 23 

 
(1)  Setelah izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3 

terbit, pemegang izin wajib:  

a. memenuhi persyaratan lingkungan hidup dan kewajiban sebagaimana 
tercantum dalam izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan 
Limbah B3;  

b. melakukan Penyimpanan Limbah B3 paling lama:  

1. 90 (sembilan puluh) hari sejak Limbah B3 dihasilkan, untuk Limbah B3 

yang dihasilkan sebesar 50 kg (lima puluh kilogram) per hari atau lebih;  

2. 180 (seratus delapan puluh) hari sejak Limbah B3 dihasilkan, untuk 
Limbah B3 yang dihasilkan kurang dari 50 kg (lima puluh kilogram) per 

hari untuk Limbah B3 kategori 1;  

3. 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari sejak Limbah B3 dihasilkan, 
untuk Limbah B3 yang dihasilkan kurang dari 50 kg (lima puluh 

kilogram) per hari untuk Limbah B3 kategori 2 dari sumber tidak 
spesifik dan sumber spesifik umum; atau  

4. 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari sejak Limbah B3 dihasilkan, 
untuk Limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik khusus,  
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c. menyusun dan menyampaikan laporan Penyimpanan Limbah B3.  

(2) Laporan Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf c paling sedikit memuat:  

a. sumber, nama, jumlah, dan karakteristik Limbah B3;  

b. pelaksanaan Penyimpanan Limbah B3; dan  

c. Pemanfaatan Limbah B3, Pengolahan Limbah B3, dan/atau Penimbunan 
Limbah B3 yang dilakukan sendiri oleh pemegang izin dan/atau 

penyerahan Limbah B3 kepada Pengumpul Limbah B3, Pemanfaat Limbah 
B3, Pengolah Limbah B3, dan/atau Penimbun Limbah B3.  

(3)  Laporan Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

disampaikan kepada Bupati dan ditembuskan kepada Menteri paling sedikit 
1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan sejak izin diterbitkan.  

 

Pasal 24 
 

(1) Dalam hal Penyimpanan Limbah B3 melampaui jangka waktu sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b, pemegang izin Pengelolaan 
Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3 wajib:  

a. melakukan Pemanfaatan Limbah B3, Pengolahan Limbah B3, dan/atau 
Penimbunan Limbah B3; dan/atau  

b. menyerahkan Limbah B3 kepada pihak lain.  

(2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:  

a. Pengumpul Limbah B3;  

b. Pemanfaat Limbah B3;  

c. Pengolah Limbah B3; dan/atau  

d. Penimbun Limbah B3.  

(3) Untuk dapat melakukan Penyimpanan Limbah B3, pihak lain sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) wajib memiliki:  

a. izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3, 
untuk Pengumpul Limbah B3;  

b. izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pemanfaatan Limbah B3, 

untuk Pemanfaat Limbah B3;  

c. izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3, untuk 
Pengolah Limbah B3; dan  

d. izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penimbunan Limbah B3, 
untuk Penimbun Limbah B3.  

 
Pasal 25 

 

(1)  Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 yang telah memperoleh izin 
Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3 wajib 

memiliki penetapan penghentian kegiatan jika bermaksud:  

a. menghentikan usaha dan/atau kegiatan; atau  

b. mengubah penggunaan atau memindahkan lokasi dan/atau fasilitas 

Penyimpanan Limbah B3.  

(2)  Untuk memperoleh penetapan penghentian kegiatan, Setiap Orang 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1):  

a. wajib melaksanakan Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup; dan  
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b. harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Menteri.  

(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilengkapi dengan:  

a. identitas pemohon;  

b. laporan pelaksanaan Penyimpanan Limbah B3; dan  

c. laporan pelaksanaan Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup.  

(4) Menteri setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
huruf b melakukan evaluasi terhadap permohonan dan menerbitkan 

penetapan penghentian kegiatan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak 
permohonan diterima.  

 

Bagian Keempat 
Izin Pengumpulan Limbah B3 

 

Pasal 26 
 

(1)  Pengumpulan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) 
huruf b dilakukan dengan:  

a. segregasi Limbah B3; dan  

b. penyimpanan Limbah B3.  

(2) Segregasi Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan 
sesuai dengan:  

a. nama Limbah B3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati  ini; dan  

b. karakteristik Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).  

(3) Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Penyimpanan Limbah B3 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 25.  

 

Pasal 27 
 

(1) Dalam hal Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 tidak mampu 

melakukan sendiri Pengumpulan Limbah B3 yang dihasilkannya, 
Pengumpulan Limbah B3 diserahkan kepada Pengumpul Limbah B3. 

(2) Penyerahan Limbah B3 kepada Pengumpul Limbah B3 sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) disertai dengan bukti penyerahan Limbah B3.  

(3) Salinan bukti penyerahan Limbah B3 disampaikan oleh Setiap Orang 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) 
hari sejak penyerahan Limbah B3.  

Pasal 28 

 
(1) Untuk dapat melakukan Pengumpulan Limbah B3, Pengumpul Limbah B3 

wajib memiliki izin Pengelolaan Limbah B3 untuk Pengumpulan Limbah B3.  

(2) Sebelum memperoleh izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan 
Pengumpulan Limbah B3, Pengumpul Limbah B3 wajib memiliki Izin 

Lingkungan.  

(3) Persyaratan dan tata cara permohonan dan penerbitan Izin Lingkungan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan 
Peraturan Perundang-undangan.  
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Pasal 29 
  

(1) Untuk memperoleh izin Pengelolaan Limbah B3 sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 28 ayat (1), pengumpul Limbah B3 harus mengajukan 
permohonan secara tertulis kepada Bupati untuk Pengumpulan Limbah B3 

skala kabupaten.  

(2) Permohonan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan 

Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan 
persyaratan yang meliputi:  

a. identitas pemohon;  

b. akta pendirian badan usaha;  

c. nama, sumber, dan karakteristik Limbah B3 yang akan dikumpulkan;  

d. dokumen yang menjelaskan tentang tempat Penyimpanan Limbah B3 

sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 sampai 
dengan Pasal 21;  

e. dokumen yang menjelaskan tentang pengemasan Limbah B3 sesuai 
dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22;  

f. prosedur Pengumpulan Limbah B3;  

g. bukti kepemilikan atas dana Penanggulangan Pencemaran Lingkungan 
Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup dan dana penjaminan 
Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup; dan  

h. dokumen lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.  

(3) Permohonan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan 

Limbah B3 dari sumber spesifik khusus kategori 2 dikecualikan dari 
persyaratan permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e.  

(4) Limbah B3 yang akan dikumpulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

huruf c harus dapat dimanfaatkan dan/atau diolah.  
 

Pasal 30 
 

(1) Bupati  setelah menerima permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 29 memberikan pernyataan tertulis mengenai kelengkapan administrasi 
permohonan izin paling lama 2 (dua) hari kerja sejak permohonan diterima.  

(2) Setelah permohonan dinyatakan lengkap Bupati melakukan verifikasi paling 

lama 45 (empat puluh lima) hari kerja.  

(3) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

menunjukkan:  

a. permohonan izin memenuhi persyaratan Bupati menerbitkan izin 
Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Sementara Limbah 

B3 paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak hasil verifikasi diketahui; atau  

b. permohonan izin tidak memenuhi persyaratan Bupati menolak 

permohonan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan 
Limbah B3 disertai dengan alasan penolakan.  

(4) Penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diumumkan 

melalui media cetak dan/atau media elektronik paling lama 1 (satu) hari 
kerja sejak izin diterbitkan.  

 

 
 

 



16 

 

16 Bagian Hukum Setda Kab. Banjar | http://hukum.banjarkab.go.id/  http://jdih.banjarkab.go.id/ 

 

Pasal 31 
 

(1) Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) huruf a berlaku selama 5 
(lima) tahun dan dapat diperpanjang.  

(2) Permohonan perpanjangan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan 
Pengumpulan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan 

secara tertulis kepada Bupati paling lama 60 (enam puluh) hari sebelum 
jangka waktu izin berakhir.  

(3) Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilengkapi dengan persyaratan yang meliputi:  

a. identitas pemohon;  

b. akta pendirian badan usaha;  

c. nama, sumber, karakteristik Limbah B3 yang dikumpulkan;  

d. dokumen yang menjelaskan tentang tempat Penyimpanan Limbah B3 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 21;  

e. dokumen yang menjelaskan tentang pengemasan Limbah B3 sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 22;  

f. prosedur Pengumpulan Limbah B3;  

g. bukti kepemilikan atas dana Penanggulangan Pencemaran Lingkungan 
Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup dan dana penjaminan 

Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup; dan  

h. laporan pelaksanaan Pengumpulan Limbah B3.  

 
(4) Permohonan perpanjangan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan 

Pengumpulan Limbah B3 dari sumber spesifik khusus kategori 2 

dikecualikan dari persyaratan permohonan perpanjangan izin sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) huruf e.  

(5) Dalam hal terdapat perubahan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat 
(3) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan/atau huruf f penerbitan 
perpanjangan izin oleh Bupati dilaksanakan sesuai dengan ketentuan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30.  

(6) Dalam hal tidak terdapat perubahan dokumen sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan/atau huruf f, Bupati 

melakukan evaluasi paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan 
diterima.  

(7) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menunjukkan:  

a. permohonan perpanjangan izin memenuhi persyaratan, Bupati menerbitkan 
perpanjangan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan 

Limbah B3 paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak hasil evaluasi diketahui; 
atau  

b. permohonan perpanjangan izin tidak memenuhi persyaratan Bupati 
menolak permohonan perpanjangan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk 
kegiatan Pengumpulan Limbah B3 disertai dengan alasan penolakan.  

 
Pasal 32 

 

(1) Pemegang izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah 
B3 wajib mengajukan perubahan izin jika terjadi perubahan terhadap 

persyaratan yang meliputi:  
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a. identitas pemegang izin;  

b. akta pendirian badan usaha; dan/atau  

c. nama Limbah B3 yang dikumpulkan.  

(2) Permohonan perubahan izin diajukan secara tertulis kepada Bupati  paling 
lama 30 (tiga puluh) hari setelah terjadi perubahan.  

(3) Permohonan perubahan izin dilengkapi dengan dokumen yang menunjukkan 
perubahan terhadap persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).  

(4) Dalam hal terjadi perubahan terhadap persyaratan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf a dan/atau huruf b, Bupati melakukan evaluasi terhadap 
permohonan perubahan izin paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak 

permohonan perubahan izin diterima.  

(5) Dalam hal terjadi perubahan terhadap persyaratan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf c, bupati melakukan evaluasi terhadap permohonan 

perubahan izin paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan 
perubahan izin diterima.  

(6) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) 
menunjukkan:  

a. kesesuaian data, Bupati menerbitkan perubahan izin Pengelolaan Limbah 

B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3 paling lama 7 (tujuh) hari 
kerja sejak hasil evaluasi diketahui; atau  

b. ketidaksesuaian data Bupati menolak permohonan perubahan izin 

Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3 disertai 
dengan alasan penolakan.  

 
Pasal 33 

  

(1) Dalam hal pemegang izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan 
Pengumpulan Limbah B3 berkehendak untuk mengubah:  

a. lokasi tempat Penyimpanan Limbah B3;  

b. desain dan kapasitas fasilitas Penyimpanan Limbah B3; dan/atau  

c. skala Pengumpulan Limbah B3, pemegang izin wajib mengajukan 

permohonan izin baru kepada Bupati.  
 

(2) Pemegang izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah 

B3 berkehendak untuk mengubah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
maka  pemegang izin wajib mengajukan permohonan izin baru kepada 

Bupati.  
Pasal 34 

Jangka waktu verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) dan 

evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (6) dan Pasal 32 ayat (4) 
dan ayat (5) tidak termasuk waktu yang diperlukan pemohon untuk 

memperbaiki dokumen.  
 

Pasal 35 

Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) huruf a, Pasal 31 ayat (7) huruf 
a, dan Pasal 32 ayat (6) huruf a paling sedikit memuat :  

a. identitas pemegang izin;  

b. tanggal penerbitan izin;  
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c. masa berlaku izin;  

d. persyaratan lingkungan hidup; dan  

e. kewajiban pemegang izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan 
Pengumpulan Limbah B3.  

 

Pasal 36 

(1) Persyaratan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf     

d paling sedikit meliputi :  
 

a. mengumpulkan Limbah B3 sesuai dengan nama dan karakteristik Limbah 

B3;  

b. memfungsikan tempat Penyimpanan Limbah B3 sebagai tempat 
Penyimpanan Limbah B3;  

c. menyimpan Limbah B3 yang dikumpulkan ke dalam tempat Penyimpanan 
Limbah B3;  

d. melakukan pengemasan Limbah B3 sesuai dengan karakteristik Limbah 
B3; dan  

e. melekatkan Label Limbah B3 dan Simbol Limbah B3 pada kemasan 

Limbah B3.  

(2) Persyaratan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d 
dan huruf e dikecualikan untuk muatan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk 

kegiatan Pengumpulan Limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik khusus.  
 

Pasal 37 

Kewajiban pemegang izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan 
Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf e paling sedikit 

meliputi:  

a. melakukan identifikasi Limbah B3 yang dikumpulkan;  

b. melakukan Penyimpanan Limbah B3 sesuai dengan ketentuan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 25;  

c. melakukan segregasi Limbah B3 sesuai dengan ketentuan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2);  

d. melakukan pencatatan nama, sumber, karakteristik, dan jumlah Limbah B3 
yang dikumpulkan; dan  

e. menyusun dan menyampaikan laporan Pengumpulan Limbah B3.  
 

Pasal 38 

Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) huruf a, Pasal 31 ayat (7) huruf 

a, dan Pasal 32 ayat (6) huruf a berakhir jika  :  

a. masa berlaku izin habis dan tidak dilakukan perpanjangan;  

b. dicabut oleh Bupati;  

c. badan usaha pemegang izin bubar atau dibubarkan; atau  

d. Izin Lingkungan dicabut.  
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Pasal 39 
 

(1) Setelah izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3 
terbit, pemegang izin wajib:  

a. memenuhi persyaratan lingkungan hidup dan melaksanakan kewajiban 

sebagaimana tercantum dalam izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan 
Pengumpulan Limbah B3;  

b. melakukan segregasi Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 
ayat (2);  

c. melakukan Penyimpanan Limbah B3 paling lama 90 (sembilan puluh) hari 

sejak Limbah B3 diserahkan oleh Setiap Orang yang menghasilkan Limbah 
B3; dan  

d. menyusun dan menyampaikan laporan Pengumpulan Limbah B3.  

(2) Laporan Pengumpulan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 
d paling sedikit memuat:  

a. nama, sumber, karakteristik, dan jumlah Limbah B3;  

b. salinan bukti penyerahan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
28 ayat (3);  

c. identitas Pengangkut Limbah B3;  

d. pelaksanaan Pengumpulan Limbah B3; dan  

e. penyerahan Limbah B3 kepada Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3, 

dan/atau Penimbun Limbah B3.  

(3) Laporan Pengumpulan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

disampaikan kepada Bupati sesuai dengan izin Pengelolaan Limbah B3 
untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3, paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 
(tiga) bulan sejak izin diterbitkan.  

 
Pasal 40 

 
(1) Dalam hal Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 

ayat (1) huruf c melampaui 90 (sembilan puluh) hari, Pengumpul Limbah B3 

wajib menyerahkan Limbah B3 yang dikumpulkannya kepada pihak lain.  

(2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:  

b. Pemanfaat Limbah B3;  

c. Pengolah Limbah B3; dan/atau  

d. Penimbun Limbah B3.  

(3) Untuk dapat melakukan Pengumpulan Limbah B3, pihak lain sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) wajib memiliki:  

a. izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pemanfaatan Limbah B3, untuk 

Pemanfaat Limbah B3;  

b. izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3, untuk 

Pengolah Limbah B3; dan  

c. izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penimbunan Limbah B3, untuk 
Penimbun Limbah B3.  
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Pasal 41 
 

(1) Pengumpul Limbah B3 yang telah memperoleh izin Pengelolaan Limbah B3 
untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3 wajib memiliki penetapan 
penghentian kegiatan jika bermaksud:  

a. menghentikan usaha dan/atau kegiatan;  

b. mengubah penggunaan lokasi dan/atau fasilitas Pengumpulan Limbah B3; 

atau  

c. memindahkan lokasi dan/atau fasilitas Pengumpulan Limbah B3.  

(2) Untuk memperoleh penetapan penghentian kegiatan, Pengumpul Limbah B3 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaksanakan Pemulihan Fungsi 
Lingkungan Hidup dan harus mengajukan permohonan secara tertulis 
kepada Menteri.  

(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan:  

a. identitas pemohon;  

b. laporan pelaksanaan Pengumpulan Limbah B3; dan  

c. laporan pelaksanaan Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup.  

(4) Menteri setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

melakukan evaluasi terhadap permohonan dan menerbitkan penetapan 
penghentian kegiatan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak 
permohonan diterima.  

 
BAB IV 

PEMBINAN 
 

Pasal 42 

 
Pembinaan terhadap pelaksanaan perizinan dan  pengelolaan limbah B3 serta 

pembinaan terhadap pelaksanaan pengawasan pemulihan akibat pencemaran 
limbah B3 dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah Teknis. 

  

BAB V 
PENGAWASAN PENGELOLAAN LIMBAH B3 DAN PENGAWASAN PEMULIHAN 

AKIBAT PENCEMARAN LIMBAH B3 

 
Pasal 43 

 
Bupati berwenang melakukan pengawasan pelaksanaan pengelolaan limbah B3 
dan pengawasan pemulihan akibat pencemaran limbah B3. 

 
Pasal 44 

 
(1) Penyelenggaraan pengawasan pengelolaan limbah B3 dan pengawasan 

pemulihan akibat pencemaran limbah B3 dilakukan oleh Tim Pengawas. 

(2) Ketua Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus Pejabat 
Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD) yang memenuhi persyaratan: 

a. telah mengikuti  pelatihan  pengelolaan  limbah  B3; dan/atau 

b. telah bekerja paling sedikit 2 (dua) tahun di bidang pengelolaan lingkungan 
hidup. 

(3) Anggota Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi 
persyaratan: 
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a. telah mengikuti  pelatihan  pengelolaan  limbah  B3; dan/atau 

b. telah bekerja paling sedikit 1 (satu) tahun di bidang pengelolaan 

lingkungan hidup. 

Pasal 45 
 

(1) Tim Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dalam 
melaksanakan tugasnya wajib dilengkapi surat tugas. 

(2) Surat tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Kepala 
Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang pengelolaan lingkungan 
hidup. 

(3) Hasil pengawasan oleh Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat(1) 
dilaporkan secara periodik setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu 
bila dibutuhkan. 

Pasal 46 
 

Tim Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dalam melaksanakan 
pengawasan berpedoman pada tata laksana pengawasan pengelolaanlimbah B3 
dan tata laksana pengawasan pelaksanaan pemulihan akibat pencemaran 

limbah B3. 
Pasal 47 

 

Tim  Pengawas sebagaimana dimaksud dalam  Pasal 44 berwenang: 

a. memasuki areal penghasil, dan pengumpulan limbah B3 serta areal 

lingkungan tercemar limbah B3; 

b. mengambil contoh limbah B3, dokumen administrasi limbah B3, dan contoh 
lainnya; 

c. meminta keterangan yang berhubungan dengan pelaksanaan pengelolaan   
limbah   B3   dan   pelaksanaan   pemulihan lingkungan akibat pencemaran 

limbah B3; 

d.  melakukan pemotretan; dan 

e. memeriksa dan membuat status penaatan badan usaha terhadap perizinan 

pengelolaan limbah  B3. 

BAB VI 
SANKSI ADMINISTRATIF 

 
Pasal 48 

 
(1) Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 yang tidak memenuhi atau 

melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a, Pasal 7 

ayat (1),  Pasal 8 ayat (1),  Pasal 10 ayat (2), Pasal 11 ayat (1) dan atau ayat 
(2), Pasal 23, Pasal 24 ayat (1), dan/atau Pasal 25 ayat (1) atau ayat (2) 

dikenakan sanksi administratif. 

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:  

a. teguran tertulis;  

b. paksaan pemerintah; atau  

c. pembekuan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan 
Limbah B3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

(3) Paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:  

a. penghentian sementara kegiatan; dan/atau  
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b. tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan 
tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup.  

(4) Bupati memberikan sanksi administratif berupa teguran tertulis sebanyak 1 
(satu) kali kepada Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1).  

(5) Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada 
ayat (4) wajib mulai menindaklanjuti teguran tertulis dalam jangka waktu 

paling lama 14 (empat belas) hari sejak teguran tertulis diberikan.  

(6) Dalam hal Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 tidak mulai 
menindaklanjuti teguran tertulis dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud 

pada ayat (5), Bupati memberikan sanksi administratif berupa paksaan 
pemerintah.  

(7) Dalam hal Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 tidak mematuhi 

paksaan pemerintah, Bupati memberikan sanksi administratif berupa 
pembekuan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan 

Limbah B3.  

Pasal 49 

(1) Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 yang tidak memenuhi atau 

melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf b, Pasal 7 
ayat (2), Pasal 26 dan/atau Pasal 27 dikenakan sanksi administratif.  

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:  

a. teguran tertulis; atau  
b. paksaan pemerintah.  

(3) Paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:  
a. penghentian sementara kegiatan; dan/atau  
b. tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan 

tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup.  

(4) Bupati memberikan sanksi administratif berupa teguran tertulis sebanyak 1 

(satu) kali kepada Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1).  

(5) Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada 

ayat (4) wajib mulai menindaklanjuti teguran tertulis dalam jangka waktu 
paling lama 14 (empat belas) hari sejak teguran tertulis diberikan.  

(6) Dalam hal Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 tidak mulai 

menindaklanjuti teguran tertulis dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud 
pada ayat (5), Bupati memberikan sanksi administratif berupa paksaan 

pemerintah.  

Pasal 50 
 

(1) Pengumpul Limbah B3 yang tidak memenuhi atau melakukan pelanggaran 
terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (2), Pasal 28, Pasal 31 ayat (2), Pasal 32 ayat 

(1) atau ayat (2), Pasal 33, Pasal 39, Pasal 40 ayat (1), dan / atau Pasal 41 
ayat (1) atau ayat (2) dikenakan sanksi administratif.  

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:  

a. teguran tertulis;  
b. paksaan pemerintah;  

c. pembekuan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan 
Limbah B3; atau  

d. pencabutan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan 

Limbah B3.  



23 

 

23 Bagian Hukum Setda Kab. Banjar | http://hukum.banjarkab.go.id/  http://jdih.banjarkab.go.id/ 

 

(3) Paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:  
a. penghentian sementara kegiatan;  

b. pemindahan sarana kegiatan;  
c. penutupan saluran drainase;  
d. pembongkaran;  

e. penyitaan barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran; 
dan/atau  

f. tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan 
tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup.  

(4) Bupati memberikan sanksi administratif berupa teguran tertulis sebanyak 1 

(satu) kali kepada Pengumpul Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1).  

(5) Pengumpul Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib mulai 
menindaklanjuti teguran tertulis dalam jangka waktu paling lama 14 (empat 
belas) hari sejak teguran tertulis diberikan.  

 
(6) Dalam hal Pengumpul Limbah B3 tidak mulai menindaklanjuti teguran 

tertulis dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bupati 

memberikan sanksi administratif berupa paksaan pemerintah.  
 

(7) Dalam hal Pengumpul Limbah B3 tidak mematuhi paksaan pemerintah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Bupati memberikan sanksi 
administratif berupa pembekuan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan 

Pengumpulan Limbah B3.  

(8) Dalam hal Pengumpul Limbah B3 tidak mematuhi ketentuan dalam 

pembekuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Bupati memberikan 
sanksi administratif berupa pencabutan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk 
kegiatan Pengumpulan Limbah B3.  

BAB VII 
KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal 51 
 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar. 

 
         Ditetapkan di Martapura 

         pada tanggal 21 Desember 2016  

                 BUPATI BANJAR, 
 

                           Ttd 
 
            H. KHALILURRAHMANRUL 

  
Diundangkan di Martapura 

pada tanggal 21 Desember 2016 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR, 
 

Ttd 
 

                H. NASRUN SYAH 
BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2016 NOMOR 45 


